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LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 162 TAHUN 2015 SEEI

WALIKOTA BIMA

FERATURAN DAERAH HOTA BiMA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARLA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a.  balwa perhubungan mempuryal peran gtrategis dalam
" mendukung pembangunan Daerah schagai bagian dari
upaya mewyjudkan kesejahteraan umum sebagal wujud

pelaksanaan otonomd deerak;

b.  bahwa penyelengparaan perhubungan merupakan salah
safu  infrastruktur wrat nadi perekonomian yang
memiliki peranan penting dalam menunjang  dan
mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala
selitor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyal;

¢. hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimalsud dalam huruf a. dan huruf b, perlu
membentuk Peraluran Daerah tentang Penyelenggaraan
Perhubungzarn;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002  tentang
Pembentukan Hota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Momor 26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indenesia Nomor 4 188);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  [Lembaran  Negara  Republile
Tndonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Mepgara Republik IndonesiaNomor 4438):

3. Undang-Undang Nomer 38 Tabun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomer
132,  Tambahan Lembaran Megara Republik
IndonesiaMNomar 4444,

4, Upndang-Undang MNomor 26 Tahun 2007 (entang
Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik
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IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
MNegara Republik IndonesiaMNomor 47235);

Undang-Undeng Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 64, Tambshan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momaor $8449);

Undang-Undang "Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu
Lintas dan Anglutan Jalan [Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Megara Republik IndonesiaNomaor 5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-utdangan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Momor 82, Teambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Bepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik IndonestalNomor 5587]);

Undang-Undang MNomor 320 Tabuo 2014 [lenlang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Megara Republik IndonesiaMomor SG01);

Peraturan Pemerintah MNomor 26 Tahun 1983 tentang
Jadan (Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 1985
Momor 37, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 3253);

Peraturan Pemeriniah Momer 41 Tahun 1993 teniang
Angkutan Jalan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1883 Nomor 58, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indenesia Nomor 35270

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1883 teniang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan [Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tabun 1993 Nomor &0,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
3328

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1983 teniang
FPrasarana dan Lalu Lintas Jalan [Lembaran Megara
Republlk Indonesia Tahun 1993 Memor 63, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
Feraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1983 tenlang
Bendaraan dan Pengemudi [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Megara Republilt Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Eowengan Propinsi schagai
Daerahh Olonom [Lemnbaran  MNegara Republik
IndoneslaTanun 2000 Nomor 118, Tambaban Lembaran
Megara Republik IndonesiaNomor 4138]);
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Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 lentang
Pembagian Urusan Pemerintahan anlars
Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinzl darl
Pemerintah Kabupaten/Hota (Lembaran MeparaRepublik
Tndonesia. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republikindonesia Mamor 47371

Peraturan Pemerintalh Momor 6 Tabun 2008 lentang

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran
Negara Republik  IndonesiaTahun 2009 Momor 18,
fumbahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomarda7 3l

Peraturan Daerah Hota Bima Nomor GTahun 2007
tentang Pokol-pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah
[Lenbaran Daerah Kota Bima Tabun 2007 Nomar 741
sehagnimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Kola Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Derah HKota Bima Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan leuangan Daerah
[Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106}
feraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerinilah Darrah Kotz Bima
{Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Momor &)
Peraturan Daerah Kola Bima Nomer 3 Tahun 2008
tentang Pembentultan Susunan Kedudukan tugas poliok
dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Hota Bima [Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008}

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTLISKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMNYELENGGARAAN
PERHUBLINGAN

BAR1
KETENTUAMN [TM1IM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalan Kota Blma.
Pemnerintah Daerah  adalah  Waliltota  dan

perangkat dacrah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
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Eepala Daerah adalah Walikkota Bima dibantu oleh
Wakdl Walikota,

Dewan  Perwakilan  Hakyat Daerah vang
selanjuinya disingkat DPRD adalah lembaga perwalkilan rakoyat daerah
gebagai unaur penyelenggara pemerintahan daerak.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informaltika Eota Bima,

Hepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
Eomunikasi dan InformatikaKota Bima.

Satuan Herja Perangkat Dacrah yang selanjutova
dischut SKPD lerkait adalah Satuan Kerja Peranghkat Daerah Hota Bima
vang diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi dan/atan
perlzinan dibidang pembangunan.

Badan adalah sekumpulan crang dan atau modal
vang merupakan lesatuan baik yang melakukan usasha maupun yang
tidak melakukan nsaha yang meliputi perseroan terbatas. perseronn
komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Megara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persebutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi  masa,
organisasi spsial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Manajemen dan rekavasa lalu  lintas adalah
serangkaian  usaha dan  kegiatan  vang meliputi  perencanaarn,
pengadasan, pemasangan. pengaturan, dan  pemeliharaan  fsilitas
perlengkapan jalan dalam rangka mewujudikan, mendukung dan
memelihara keamanan, kesclamatan, ketertiban dan kelancaran lalo
lintas,

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan
orang di ruang lalu lintas jalan,

Anghutan adalah perpindaban orang dan/atau barang dari satu tempat
ke tempat loin dengan menggunakan kendaraan di ruang ladu lintas
jadan.

Jalan adalah scluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannyva yang diperuntulkan bagl lalu lntas uamam, vang
berada pada permukaan tanab, di atas permukaan fanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuadi
Jjadan rel dan jalan Kabel,

Jaringan Transportasi Lokal [Translok] adalah scranghkaian simpul
dan/atsu ruang kegiatan yang dibubunghkan oleh mang lafu lintas
gehingga membentuk sam kesatuan sistem jaringan untuk keperluan
pemyelenggaraan lalu lintas dan anghutan.

Hendarsan adalah suatu sarana anglut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

.Kendaraan bermetor adalah sctizap kendarasn yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendarasn vang berjalan di
atas rel.

Kendaraan Umum  adalah  setiap  kendaraan bermotor dan  tdak
bermolor yang digunalan untuk angkulan orang dengan  dipungut

bayaran.
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Kendaraan tidak bermator adalah kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga hewan [benhur, gerohbak dan sefenismyal.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberanghatan,
menaikan  dan  menurunkan orang  danfatau  barang,  sera
perpindahan kendaraananghutan Lmum.

Halte adalah tempal pemberhentian kendaraan bermoior Wmum uneuk
menaikkan dan menurunkan permumparig.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saal dan ditinggalkan petigemudinga.

_Fasllitas parkir adalah lokasi vang ditentukan schagai tempat

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat darn
ditinggalkan pengemudinya.

Parkir di tepi jalan wmum adalah fasilitas parkic kendaraan vang
disedlakan pada tepi jalan,

_Tempat khusus parkir adalah suatu bidang tanah berupa pelataran

parkir atau gedung parkir yang mempunyai batas-batas lerteniu yang
disediakan untuk  dipergunakan/diperuntukan bagipemarkiran
kendarsa,

Satuan Ruang Parkir yang dalam Peraluran Daerah ini di singkat SKEE,
adalah ukuran luas efeltif untuk meletakkon kendaraan [mobil
penumpang. bus/truk, atau sepeda mator]. termasull ruang bebaz dan
lebar bukaan pintu.

_Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan ¥ang mernrediakan

jasa angltutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum 3
jalan.

Penguji adalah setiap lenaga pengujl yang dinyatakan memeniibhi
kualifikasi tekmis tertentu dan  diberikan  sertifikat serta tanda
kualifilkasi telmis sesual dengan jenjang kualifikasimys.

Kendaraan Wajilbh Uji adalah  seliap hendaraan  bermolor  yang
berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku wajib
divjikan untuk mencntukan kelaikan jalar,

_Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan

socara berkala.

Buku Uji Berkala adalah Tanda Buki Lulus Uji Berkala berbentuk
buku berisi data dan legitimasi hasll pengujian sciiap kendaraan
wajib 1ji.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan
diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan Kkeamanan, seria
perlindungan linglungan maritio,

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta peradran
kepulauan dan perairan pedalamanriva,

Anglutan di  Peralran  adalah kegiatan menganglour  dan/fatau
memindahkan proumpang dan/atau barang dengan
menggunakan kapal.

Angiutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha ralyat vang bersifat
iradisional dan  mempunyai  karalteristik  tersendiri  untuk
melaksanakan angkutan di peraitan dengan menggunakan lapal layar,
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kzpal lavar bermotor, dan/atzu kapal motor sederhana berbendera
Indonesta dengan ukuran teriennl.

Pelayaran-Ferintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayelk-
trayek vang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerab atau
wilayah yvang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena
belurm memberikan manfaat komersial,

.Kepelabuhan  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan

polaksanaan  fungsi pelabuban  untuk menunjang  kelancaran,
leamanan, dan Hetertiban arus lalu lintas kapal, penumpang danfatan
barang, kesclamatan dan keamanan berlayar, fempat perpindanan
intara dan/atau antarmoda serta mendorong perclkonomizn nasional
dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

,Tatanan Kepelabuban Nasional adalah suatu sistem lepelabubanan

yang memuat peran, fungsi. jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk
pelabuhan nasional, dan lokasi pelabuhan serla keterpaduan intra dan
antarmoda serta keterpaduan dengan selktor lainnya.

Pelabuhan adalah tempal yang terdiri atas daratan dan/falau perairan
dengan batas-batas tertentu scbagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunalan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang. dan/fatau bongkar mual barang.
berupa terminz] dan tempat berlabuh kapal yang dilenghkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindaban intra dan antarmoda
transportasi.

.Pelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Hegiatan

penyelenggarasn pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
letertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau  barang,
leselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atan antar moda
serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan
tempat kapal bersandar atau tambat. tempat penumpukan, tempat
menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat
barang.

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan vang selanjutnya dalam Peraturan
Daerah ini di singkat DLEP, adalah wilayah peralran dan daratan pada
pelabuhan atau terminal khusus yvang digunakan secara langsung
untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Linglkungan Kepentlngan Pelabuhan [DLKp] adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan lerja pelabuhan yang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayacan.

Rencana Indule Pelabuhon adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa
peruntukan rtencana tata fguna lanah dan perairan di Dacrah
Lingkungan Kerja dan Daerah KEepentingan Pelabuban.

.Kelaikaniautan HKapal adalah keadaan kapzl yang memenubi

persyaratan keselamaran kapal, ponecegahan pencemaran perairan dari
kapal. pegawakan, garis muat, pemuatan, Kesejahteraan Awak Hapal
dan  keschatan penumpang, status bukum kapal, manajemen



keselamatan dan pencegahan pencemaran dan kapal, dan marnajemen
keamanan kapal untuk berlavar di perairan tertentu.

44 Heselsmalan Kapal adalah keadzan kepal yang memenuhl persvaratan
materiazl, konstruksl, bangunan, permesinan dan  perlistrikan,
stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlenghapan
alat penelong dan radic, elekironik kapal, yang dibuktikan dengan
sertifikat serelah dilakukan pemeriksaan dan pengufian.

45, Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran. Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan
meteorologi,  alur  dan  perlintasan, pengerukan  dan  reklamasi,
pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerfaan
hawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal,

46. Navigasi adalah proses mengarahkan geral lapal dari satu titik ke titik
vang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya
dan/atau rintangan-pelayaran.

47. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedaloman, lebar, dan
bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk
dilayari,

48, Sarana Baotu MNavigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sigtem yang
berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan  untuk
meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau
lalu lintas kapal.

49, Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan perlolongan terhadap
kapal dan/fatau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau
dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat leranghka
kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

G0. Peryidikan Tindak Pidana dibidang Periginan Dweral  adalah

serangkaian lindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negerl

Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, unlul mencari serta

mengumpulkan buktl yang dengan bukdi ilu membuat terang tindak

pldana dibidang Perizinan daerah wvang terjadi serta menemukan
iersanglianya.

. Penyidik Pegawal Negerl Sipil yang sclanjutnya disingliat PFNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil lertentu di lingkungan Femerintah Rota
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakubkan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota yang memuat
ketentuan pidana.
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BAR I
BUANG LINGHEUP

Pasal 2

Perhubungan sebafai umat nadi perckonomian  dan  penunjang
pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui kelerkaitan antar
moda dan intra moda untuk menjanghau dan menghubunghan selurah
wilayah Kota Bima yang meliputl penyelenggaraan perhubungan daral dan
perhubungan laul.

BAE 1



LALL LINTAS DaAN ANGEUTAN JALAN

Begtan Resahs
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Eota

Pa=al 3

[11 Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hoeta
disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuban lalu
lintas dan angkutan jalan seria ruang kegiatan berskala kota,

[2] Perpusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan keta scbagaimana dimaksud pada ayat (1], dilaksanakan aleh
Diras;

[3) Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kotaschagaimansa dimaksud pada ayat (2) sesual
dengan perundang-undangan yang berlalu;

Bagian Hedua
FPengaturan Penggunaan Jalan

Paragrafl 1
Fenectapan KHinerja Ruas Jalan

Pasal 4

[1] Terhadap setiap ruas jalan ditctapkan kinerja ruas jalan yang meliputi
ketetapan fungal. kelas jalan, kapasitas, muatan sumbu lerberat yang
dilzinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehlan,

(2] Terhadap jalan yang dibangun cleh badan hukum yang merupakan
jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatalan
terbuka untuk lalu lintas wnum setelah pengelola jalan menyerahkan
kewenangan pengaturannys  kepada  Pemerintah  Dacrah  untuk
ditctaplan sebagal jalan wmum.

i3] Tala cara penycrahan kewenangan pengaturan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayal (2] diatur dengan peraturan Whlileota,

Paragral 2
Pendendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pazal S

(1) Jalan schagai prasarana fisik lalu lintas, terdici dari daerah manfaat
jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus
dikendalikan pemanfaatannya dan  penggunaannya  agar  tidak
menimbulkan kerusakan. kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
(2) Pengendalian sebagalmana dimaksud pada ayal (1), dilakulkan melalui -
a. penetapan danfatau pengaturan batas garis sempadan bangunarn
dan garis sempadan pagar;

h. pengendalian pembukaan jalan masuk

c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada dacrabh milik
jalan dan daerah pengawasan jalan,




3] Badan dan/atau Ferorangan dilarang membangun, membuka jalan
masuk, dan/atan memanfaatkan tanah pada dacrah milik jalan, daerah
manfaar jalan dan dacrah pengawasan jalan.

Paragral 3
Pengawasan dan Penggunaan Jalan

FPasal &

(1] Untuk memelihara dan menjaga kondist jalan dan jembatan dari
kerusakan aldbat penganghkutan barang olch kendaraan-lkendaraan
diluar kemampuan daya dukung jalan dan  jembatan, Daerah
melaksanakan pengawasan dan  pemeriksasn  kelebiban  muatan
angluatan barang,

(2] Pengawasan schagaimana dimalesud pada ayat (1] dilaksanakan pada
tempat-tempal  yang telah ditetapkan danj/atau berpindah-pindah,
dilengkapi dengan alat penimbangan vang dilaksanakan  sesusi
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 7

(1) Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang
dilakukan dengan ketentuan
a. daya anghkut:

b. daya dultung jalan:
C.omuatan sumbu terberat,

{2] Kendaraan angkutan barang yang Udak memenuhi  letentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jenis pelanggaran
jumlah berat yang diizinkan [JBI), dengan kategori ;

a. ringan & 5/d 13 %
b. sedang di atas 15 s/d 25 %;
. Derat di atas 25 %,

Pasal 8

(1) Terhadap pelanggaraan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi.

(2] Sanksi sebagai dimakasud pada ayat (1) dapat berupa sanlesi
administrasi dan/atau sanlsi denda.

(3] Sanksi adminisrasi dan/atau denda sebagaimana dimalksud avat 12}
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,

Paragraf 4
Bispertsasi Jaland

Pagal 9

(1) Alas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menerbitkan rekomendasi
dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalul oleh kendaraan
vang beratnya di afas kemampuan dava dulung jalan yang
bersanghkutan dan/alau dimens! muatan yang melebihi ketentuan yang
ditetapkan berdasarkan hasii kajian,




[2] Pertimbangan tertentn schegsimsne dimaksud pada ayat (1),
didesarkan atas :

& kenderssn pengangdkul membawa barang vang dimensi ukuran dan
beratmva tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih
kecil:

b. larangan dan/fatau pembatasan  pengangkutan yang  dapat
mengakibatkan dampak negatf terhadap pertumbuhan daerah yang
bersangkutan dan/atau menimbulkan  keresahan dan Kerugian
masvarakat;

c. penpangkutan bersifat darurat,

[@) Unmk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi  Jalan.
Daerahmenctapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempai-
iempat yang telah ditelapksn dan/atau berplndah-pindah dilenglapi
dengan alat penimbangan serta alat pembatas ftinggi dan lebar
kendaraan beserta muatan.

Pasal 10

Setiap  pengusaha  angkuian/pemilik kendaraan  yang mendapat
rekomendasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mal (1) bertanggung
jawab atas segala resilo kerusakan prasarana jalan dan fasilitas Jain
zebagal akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi
prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula seria
menanggung sefala beban biava yang timbul.

Paragrafl 5
Penggunaan Jalan diluar Eepentngan Lalu Lintas

FPasal 11

(1] Badan Hulum dan/atau perorangan dilorang menggunalkan  jalan
selain untuk kepentingan lalu lingtas,

[2] Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu.diluar fungsi sebagai jalan
danfatay penvelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jolan vang
patut  diduga dapat mengganggu  keselamatan, keamanan dan
kelancaran lalu lintas harus mendapat ijin dar Kepolisian Negara
Fepublik Indonesia,

(3] Imin penggunaan  jalan diluar kepentingan lalu  lintas  dan/adaa
zebagalmana  dimaksud avar (2lbarus terlebih dabulu  memperoleh
rchomendasi dari Walikota.

Faragraf &
Analisis Dampak Lalu Lindas

Pazal 12

(1) Setinp rencana pembangunan yang polensial menciptakan banglkitan
atau tarikan ladu lintas serta vang dapat mempengarahi kelanearan lalu
lintas, wajib mengajukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IFET)/
gile plan dan/atau irin bangunan lkepada Walikota melalui Kepala
Dinas,



2} Repala Dines dan SHPD teviast w=jib melaknkan koordinasi  terhadap
Proses pengzjuan perizinsn Feruntuksn Penggunaan Tanah (IPFT)/ site
plan dan/atzu izin bangunan sebagsimana dimaksud ayat (1),

(3} Terhadap Pengajuan Izin  Perontukan Penggunaan Tanzh [PPTY/ site
plan dan/atau izin bangunan sebagsimana  dimaksud pada ayat [1)
terlebih dabulu dilakukan analisis dampak lalu lintas oleh konsulizn
ransporiasi vang berkompeten dibidangnva dan akan dievaluast oleh
Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan menjadi syarat
dikeluarkannya Izin .

2] Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas scbagaimana dimaksud pada
avat (3] berbentuk rekomendasi dan disempaikan kepada Walikola
melalni Kepala Dinas.

[3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam avat [3),
Waliota menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (JPPT]/S site
plan dan/fatau ixin bangunan.

(8] Tata cara Penerbitan Irin  Peruntuian Penggunaan Tanah [IPFTY/ site
plan dan/atan izin bangunan distur dalam Peraturan Wallketa.

Bagian Ketiga
Marnajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Faragraf 1
Manajemen Lalu Lintas

Fagal 13

1} Untuk Reselamatan, keamanan, ketertiban dan kelanearan lalu lintas
dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas,

(2] Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayar (1), meliputi
kegiatan:
a. porencanaan lalu lintas;
b. pengaturan lali lntas:
€. pengawasan lalu lintas:
d. pengendalian lalu lintas.

(3] Penerapan manajemen laly lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Lerditi dari:
4, manajemen kapasitas;
b. manajemen prioritas;
L. manajemen permintaan.

4] Penerapan  kebijaksanaan manajeinen  lalu  lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] ditetapkan olehWalilota,

Pasal 14

(1] Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [2)
yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan olehWalikota.

(2} Perintah dan/atau Jarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dinyalakan dengan rambu-rambu lalu lintas, macka jalan dan/atau alat
pemberi isyarat lalu fintas,




(3]

tizp pemakal jalan wajib mematubl perintah dan/atau larangan
shasaimans dimaksud pada ayart (2],

e

Paragraf 2 )
Rrimyasa Lahr Lintas.

fBamal 15

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan

relayasa lalu lintas yvang meliput:

&, PETETICATIEALLD, pembangunan, pengadaan, PEMASANEAT dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;

4. penyelenggaraan pembangunan pengadaan dan pemasangan fasilitas
perlengkapan jalan vang dilakukan oleh badan swasta atau orang
perorangan setelah mendapat rekomendasi dan pengesahan spesifikasi
telenis dard Dinas.

Fasal 16

(1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharasn jalan:

b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-
rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali
dan pengaman pemakai jalan, bhalte serta faszilitas pendulung
falntva,

(2] Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakal
jalan serta fasilitas pendukung harus di dukung dengan  sistem
informasi.

[3} Pelaksanaan relayasa lalu lintas ditetapkan olchWalikota.

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan tanpa izin dari Walikota, dilarang:

a, membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan
alat pemberi lsyarat lalu lintas;

b. membuat atan memasang tangeul pengaman jalan dan pita penggadub
[speed trap):

¢. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal:

d. menutup median atau pularan jalan,

e, membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan
Sejerisnya,

{, membongkar, memotong, memsak/membual ldak berfungsinya pagar
pengarnan jalan:

g menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesual dengan
fungsinya;

h. mengubah fungsi jalan:

i, membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alal pengendali dan pengaman
pemaloai jalan serta fasifitas pendulung;

j. membuat dan/atan memasang bangunan reklame yang dapat
mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan mengemudi,



Paragral 3
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 18

(1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang
disediakan sesuai fungsi dan peruntukanmva.

(2] Sctiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas bail
tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas [APILL} maupun lsyaral yang diberikan
peiugas lalu lintas.

(3] Setiap pengguna jalan wajib memperhatilkan keselamatan, keamanaon,
kemyamanan dan Ketertiban lalu lintas.

(4] Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan harus besjalan di atas trotoar
apablla jalan tersebut telah di lengkapi dengan trotoar dan apabila jalan
terscbut  tidak dilengkapi dengan  troloar, pejalan kalki wajib
menggunakan bagian jalan yang paling tepi.

[3] Sepeda maotor, kendaraan bermetor yang kecepatannya lebih rendah,
mobil barang dan kendaraan tdak bermotor harus menggunakan lajur
kiri jalan.

Pasal 19

(1} Pada lzjur yang diperuntukan khusus untuk kendarsan umum
tertenty, dilarang digunakan kendaraan fenis lain kecuali ditentulan
lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan,

{2] Setlap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila
pada tempat terscbut dilarang untuk berhend dan/atau parkir yang
dinyatakan dengan rambu-rambu dan/fatan marka jalan.

Bagian Keempat
Sarana «an Prasarzna

Paragraf §
Terminal Transportasi Jalan

Pasal 20

[1} Jenis terminal transportasi jalan terdiri darl:

i, lerminal penumpang;
b. terminal barang,

(2] Terminal penumpang schagaimana dimaksud pada ayat [1) husuf a.
merupakan  prasarana Transportasi Jalan  untulk keperluar
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberanglkatan
kendaraan umuem,

(3] Terminal barang sebagaimana dimalsud pada ayat (1] buruf b,
merupakan prasarana tranaportasi untuk keperluan membongkar dan
menaiklkan barang serta perpindaban intra dan/alau antar moda
Jiransportasi.

14l Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.



Basal 2]

(1] Dasrah kewenangan terminal terdini dart:

a. Daerah Hnghungan  kerja terminal, merupakan daerah  yang
diperuntukkan untuk fasilitas utama dan f[asilitas penunjang
terminal sebagaimana dimalksud dalam Pasal 205

b. Daerah pengowasan terminal, merupakan daerah di luar daerah
lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh pelugas terminal untukc
kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal,

[2) Daerah lingkungan kerja terminal schagaimana dimalsud pada ayat (1)
huruf a, harus memilild batas-batas vang jelas dan diberi hak atas
tanah sesuai Peraturan Perundang-Undangan vang beriaku,

Pasal 22

(1) Tipe terminal penumpany terdin dari:

2. terminal penoumpang Hpe A;
b, terminad penumpang tipe B
¢, terminal peoumpang tipe C.

[2] Terminal penumpang lpe A sebagaimana dimaksud pada ayat {1) burad
a, berfunpgsl melavani kendoraan smum untuk angkudan antar kota
antar propinsi dan/atan anghkutan lintas batas Megara, angkutan antar
kola dedom propins, angkutan kota don angkutan pedesaan,

[3) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huraf
I, berfungsi melayani kendaraan umum uniuk angkuian antar kota
dalam propinsi, angkulan kota danfatau angliulan perdesaan.

(4] Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada avag (1) huruf
c, berfungsi  melayani  kendaraan umum ountuk angkucan
perdesaan/flokal vang memiliki asal dan tujuan  perjalanan dalaro
wilavah Eota,

Faragrafl 2
Penyeiengdaraan Terminal

Pasal 23

(1} Pemeriniah Dacrah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
khususnva dibidang Transportasi angkutan umum dan barang,
membangun,/mervediakan Terminal Dbeserta  fasllitas  penunjang
lainnya.

(2} Dalam  mengelola Terminal beserta fasilitas  penunjong  ladomwa,
Walikotadapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuad Ketentuan pecaturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasgal 24

[1}) Zedap angkutan umm vang melavand rute perjalanan antar kKeta antar
propinsi, antar kota dalam propinsi, maupun dalam kota baik yvang
merupakan asal dan/fatau tujuan dar dan ke Kota Bima maupun
lintasan wajil masuk ke Terminal serta wajib mentaati segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku,



=)

[Hkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimalisud pada avat (1] bagi
mohil bus dan mabil penumpang untuk keperluan pariwisata.

FPagal 25

1] i dalam dasrah lngkungan kerja lerminal penumpang atau terminal

barang dapat dilakukan Kegiatan usaha penunjang sepanjang ldak
mengganggu fungsi pokok terminal.

Hegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1. dapat
dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia
setelah mendapat Fin.

3) Setiap badan hukum dan/atau perorangan sebagalmana dimaksud

pada ayat [2) dilarang menyelenggarakan kegiatan usaba penunjang di
rerminal tanpa ixn.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan olch
Hepala Dinas.

Paragral 3

Sarana Parkir

Pasal 26

| Parkir Umum dapat diselenggarakan di tepl jalan. pelataran paorkdr,

Lad

gedung parkir dan/atau taman parkir,

i Parkir di tepl jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan

zam kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.

] Peryelenggaraan  parkir dengan  fasilitas khusus berupa pelataran

parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-
pusat kemiatan, kawasan wisata, kewasan pendidikan dan/atau di
ternpat-tempat Iain vang ditetaplan peruntukanoya.

Pasal 27

Fenyelenggaraan parkir di tepi jalan schagaimana dimaksid dalam Pasal
26 avat [1} dilaksanakan dengan memperhatikas:

=
b.

.

fungsi jalan yang digunakan;
penganuran satuan ruang parkir (SREF)
rembu-rambu peruntukan parkic dan marka jalan.

Pagal 28

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir
dan/atau taman parlir sebagaimana dimalsud dalam Pasal 26 ayat (3],
harus memperhatikan hal-hal schagai berikut:

H.

.

tempat parkir harus merupakan bagian atau  didukung  dengan
manajemen lalu lintas pada jaringan jalan selitarmyu;

lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusal
keglatan,;

. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jetas berupa kode

atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.



Paragraf 4
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 20

(1) Parkir di tepl jalan disclenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis
dari Dinas.

[2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung
parkdr. dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parklr secara
penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasllitas pendulkung
dari suani sistemn legiatan.

(3] Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayal (2], dapat
diselenggaralkan oleh Pemerintah Daecrah, Badan Hubum, danfatau
perorangan yang telah mendapat izin.

4] Pervelengdara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilarang

merwelenggarakan usaha parkir tanpa ixin.

| Penyelenggaraan parkir yang disclengearskan aoleh badan hukum

dan/atau perorangan vang telah mendapat fzin sebagaimana yang
dimaksud ayat (3) dikenakan pajak parkir wvang diatur secara khusus
dengan Peraturan Daerah tentang pajak parkir.

i

Fagal 30

Penvelenggaraan parldr yang dilalsanakan Femerintah Darerah dilenakan

tarif paridr dengan krtentuan sehagai beriliut:

g Untul kendaraan anghutan penumpang dipungut setiap kali memasuaki
terminal atau dengan kartu parkir berlangganan,

o. Untuk kendaraan angkutan barang seperd trulk, dumptrul dan
zejerusiiva dipungut dengan kartu parkir berlangeganarn,

e, Untuk kendaraan umum yang diparkir ditepi jalan atau tempat khusus
dipungut seliap kali melakukan parckir,

Pazal 31

Tara cara pernvelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Peraturan Walitiota.

Pasal 32

[1] Setiap Pemilik Hendaraan diwajibkan memililki garasi
[fempatl penvimpanan keodaraan).

2] Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkdr kendaraan di
jalan vang tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Kelima
Pengujian Berkala Hendaraan Bermaotor

Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji



Paszal 33

[1) Sedap Hendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi
persvaratan tekmis dan [aik jalan.

2l Untuk pemenuhan persvaratan telmis dan laik jalan sebagaimana
dimaksud pada avat (1), setiap kendarsan bermotor  wajlh
melaksanakan pengujian secara berkala.

[3) Setiap kendaraan vang akan di uji harus dalam keadaan bersih.

Pasal 14

Hendaraan yang dinyatalan sebagad kendaraan wajib uji berkala adalah
brnderaan vang telah ditetapkan herdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Paragraf 2
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 35

Untuk menvelenggarakan penpgujian berkala, Dacrah merencanakan.
membangun, dan memelihara gedung unit pengujian Kendaraan bermotor
vang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik secara tetap maupun
dalam bentuk mobil unit lkeliling,

Pasal 36

[1) Feralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53
terdici dari :

alat wl rem;

zlat uji emnisi gas buarng;

alatl uji penerangan;

alat penimbangan berat kendaraan beserta muatannya;

alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan:

alal uji standar kecepatan;

alat ujl kebisingan;

. alat uji lainmya yang dibutuhkan.

Peralalan pengujian mekanilk sebagaimana dimaksud pada awat [1).

dilakukan kalibrasi secara berikala,

e
B

=l R

[E

Pasal A7

(13

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian
lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.
(2] Batas wmur sebagaimana dimaksud pada avat (1) akan diatur lebih
lanjut dengan PeraturanWalikota.

Pasal 38

[1) Dalam rangka menjamin kesclamatan dan keamanan bagi pengguna
kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendarsan umuim
ditetaplkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan
bermotor,



(2] Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya kaca-kaca
kendarzan bermotor sebagaimana dimaksud pada avat (1) akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikaota,

Pasal 384

(1} Setiap Kendarnan tidak bermotor vang dioperasikan di jalan wajib
memenuhi  persyaratan - keselamatan, perlengkapan kendaraan dan
administrasi,

[2} Persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat [1).ditctapkan dengan
Peraturan Walileota,

Pasal 40

{1] Setiap pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor wmuam
wajit memperhatikan rencang bangun sponsor/ikian yang meliputi
ukuran (dimensil dan bentuk penyajianma.

12] Keteniuan  lebih  lanjut mengenal  ata cara pemasangan
iklan /sponsor ditetapkan dengan PeraturanWalikota.

i3 Pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor sehagaimana
dimaksud pada ayat {1] dikenakan pajak reklame yang distur secara
khusus dengan Peraturan Dacrah Tentang Pajak Reldarme.

FParagral 2
Pelaksanaan Pengujlan Kendaraan Bermotor
dan Tidak Bermaotor

Pasal 41

(1} Pelaksanaan pengujian kendaraan Lermotor dan  Gdak bermotor
dilakulkandengan kegiatan:
a. pengujian berkala pertama kali;
b. pengujian berkala ulangan,

(2] Pengujian berkala kendarasn bermotor sebhagaimana dimaksud pada
avat [1], dilaksanakansetop 6 {(enam) bulan.

(3] Felaksanaan pengujian  sebagaimana dimaksud pada awvat (1),
dikenakan retribusi.

(<] Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian schagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikola.

Pasal 42

(1) Disamping pengujian kendaraan bermotor, Dinas melakukan pengujian
kendaraan tidak bermator,

(2] Pengujian berkala kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimalosud
pada ayat (1] dilaksanakan setiap 6 [enam) bulan,

(3] Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksid
pada ayat (2] diatur dengan Peraturan Walikaca,

Paragraf 4
Penilaian Kondisi Teknis Eendaraan Bermotor

Pasal 43



(1] Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang mengalami akhir
masa pakai chonomis, perubahan spesifikasi dan status serta untuk
sendaftaran wlang surat tznda nomor Kendaraan bermator  [STHNEB).
wajih melekukan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan
bermotor.

7} Penietapan pelaksanaan penilajan dan pemeriksaan kondisl teknis
sebagaimans dimaksud pada avat [1) . roelipiki ¢
2. pengujian penghapusan kendaraan bermotor yang dilaksanakan

pada akhir masz pakai ekonomis, baik untuk perubahan stalus
pemzkaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi
persyaratan lalk jalan;

b. pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor dilaksanakan pada
saal pendaftaran ulang surat tanda nomeor kendaraan [STHE], dalam
rangka menentultan bentuk standar konstruksi menurut jenis, tpe,
ukuran., bentuk dan penunjukan peruntukannya dalam registrasi
STMNK kendaraan bermotor, serta bagi mobil penumpang umum yang
masa usia operasionalnya telah melebihi 8 |delapan) tahun,

{3) Setiap Kendaraan wajib ufl yang akan memperpanjang Sural Tarnida
Nomor Kendaraan [STWK) harus dalam keadaan memenuhi persyaratan
tekhnis dan laik jalan yang dibuktikan dalam bulku wji kendaraan
hermotor,

Paragraf 5
Pemeriksaan Emist Gas Buang Kendaraan Bermotor
Bukan Wajib Uji Derlala

Pasal 44

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergeral. malia
setiap kendaraan bermotor wajib menjalani uji emisi gasbuang dan pada
waktu pembayaran Pajak HKendaraan Bermolor harus dalam keadazn
memenubl persyaratan teknis dan lalk jalan yang dibuktikan dalam buku
uji kendaraan bermotor.

Pasal 45

[1) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bormaotor sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sckurang-kurangnya 6 [enam)
bulan bagi ketidaraan bermiotor wajib wji

(2] Pemerlksaan/uji cmisi gas buang kendaraan bermolor dilaksanakan
pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang telah
mendapat rekomenasi Dinas sebagai benghkel pelaksana.

Pasal 46

(1] Sebagai buktd bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi ambang
batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dari Dinas.

[2}) Bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang
batas emisi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan sankisi
gesyal ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



3] Sanksi sebageimazns dimzksed pada avat (2] dapat berupa sanksi
adminisirasi dan/atau denda yang ditetapkan dengan Peraturan
Wallkota,

Faragraf &
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Benglel
Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang

Pasal 47

[1} Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis  kendaraan,
pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.

2] Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan aleh bengle]l umum kendaraan bermeotor.

Pasal 48

(1] Bagi bengkel pelaksana/fuii emisi gas buang kendaraan bermaotor hars
memenuhi persyaratan sesual ketentuan yang berlaku.

(2] [zin penetapan benglel pelaksanaan fujl emist gas buang kendaraan
bermotor berlaku 1 [satu] tehun dan dapat diperpanjang apabila
memenuhi syaral-syarat penetapan sebagad berikut
A, memlliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan/pengujian dan

jalur keluar masuk kendaraan;

Y. memilili peralatan perbaikan dan perawalan, air servis, diagnase
kendaraan, angine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan
dan perawatan sistem bahan bakar;

¢, memiliki alal pemeriksaan/uji emisl gas buang kendaraan bermotor,
minimum untuk analesis Carbon monoxide (O] hydro carbon (HCO),
Cdda-oxida nitrogen (Nox) dan Carbon [C);

d. memiliki peralatan perlindungan keselarmatan kerja;

e. memiliki tenaga mekanik yang mempunyal pengetabiuian, keahlian,
pengalaman yang sesuai dan memilild Skualifikast vang ditetaplan;

f. memilki peralatan penunjang lainnva yang diperiukan.

Fasal 48

(1] Bengleel umum kendaraan bLermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 avat (2] adalah bengkel perawatan, perbaikan dan subou
cadang,

(2} Penyelenggaraan  benghel umum  kendaraan  bermator dapal
dilaksanakan woleh Badan dan/atau Perorangan setelah mendapat
relomendasi Dinas.

Bagian Keenatn
Pembinaan Anglutan

Paragraf 1
Anglutan Orang

Pasal 50



1) Pengangkutan orang dengzn kendarzan bermotor yvang diatur dalam
Peraturan Daerah ini adalzsh :

. pengangkutan dengan kendaraan umum;

. pengangkutan dengan mobil piclk-up yang dimodifikasi sebagai

anghkuian orang,

2] Pepganghulan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada
mvat (1] huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil
penumpang yvang dilayani dalam :

a. trayel tetap dan teratur ;
. tidak dalam trayck,

[3] Penganghutan dengan maobil picleup  sebagpi  lendaraan  amum
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memilild tempat
duduk dan rumah-rumah vang memiliki persyaratan keselamatan
zestal peraturan perundang-undangan yang berlaku,

= 1]

Pasal 51

[1] Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebud
tdak lavak jalan dan atau telah melebihi umur kendaraan sesuai vang
ditetapkan dengan PeraturanWalikota:

(2] Betiap peremajaan kendaraan umum wajlb memenuhd tata cara dan
persyaraian vang ditetapkan dengan Peraturan Walikota:

[3) Bedap kendaraan wmum yvang dioperasikan sebagai angkulan massal
tata cara persyaratannya ditetapkan dengan PeraturanWalikota,

Paragraf 2
Anglutan Barang

Pasal 52

(1] Penganghutan barang adalah ;
4 . pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang:

b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

{2] Penganglkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) buruf asdalah pengangkutan barang oleh
kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang
disclenggarakan dengan memungut bayaran maupun ldalt memungut
bavaran.

(3] Hetentuan  lebih  lanjut pengaturan pengangbutan barang dengan
kendaraan barang diaturdengan PeraturanWalikota.

e ————

Paragraf 3
Pervedia Jasa Anghutan dan Avwak Kendaraan

Pasal 53

(1) Pervedia jasa sebapgai penfusaha anglutan penumpang umum maupun
angkutan barang bertanggung jawab terhadap awak kendaraan vang
dipekerjakan.

[2] Setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudl dan pembantu
pengemudi harus mermilili keahlisn sesuai bidang tugasnya pada saat
mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang.



Paszal 54

(1) Untuk mengemudikan kendaraan bermolor di jalan wajib memilikd

'l
—

i1

[=

(2

Surat [zin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
vang berfaku,

| Setiap pengemud] kendaraan bermotor wajib membawa Surat [zin

Mengemudi  sebagaimana  dimaksud pada a&yal [1)  sclama
mengemudikan kendaraan.

Pasal 35

Setiap pengemudi kendaraan bermotor  dalam mengemudikan

kendaraan wajib -

a. mampy mengemudikan kendaraannya dengan wajar,

b, tidak meminum minuman yang mengandung alkehol. obal bius,
narkotika maupun obat terlarang lainya;

c. mengutamakan lkeselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan
lalrimya;

d. menunjulkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemdi;

. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka
jalan. alat pemberi isyaral lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti
dan parldr, peringatan dengan bumyi dan sinar,  lecepatan
maksimuem dan/atau minimum;

f. membuang sampah pada tempatmya;

g, memalkai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermaotor
roda 4 [empat] atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi
kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau bagi kendaraan bermotor roda
4 [empat} atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Sctiap pengemudi  kendaraan  umum yang  berlugas dalam

pengoperasian kendaraan untuk pelayanan anglutan umum wajib:

a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar:

b. mematuhl ketenluan di  bidang pelayanan dan  keselamatan
angkutan;

¢, memalkai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan
identitas perusahaan yang hars dipakai pada wakiu bertugas;

d. memakai lartu tanda pengenal pegawai yang dikeluarkan aleh
prrusahaan;

. bertingkah laku sopan, ramah dan tdak merokok selama dalam
kendaraan;

f tidak meminum minuman yang mengandung alkehol, obat bius,
narkotika maupun obat terlarang lainnya;

g, mematuhi waktu kerja, waktu istirabat dan penggantian pengemudi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan
lainnya;
menunjukan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor,
sirat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dan
tanda bukti lulus uji atau tanda bukt lain yang sah, kartu izin



usaha, kartu pengawasan izin travek, kartu pengawasan izin operasi
dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraasn bermotor;

j. mematuhi ketentuan tentang kKelas falan, rambu-rambo jalan dan
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, geralan lalu lintas,
berhenti dan parldr, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
hermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, Kecepatan maksimum
dan/atau minirmum, tata cara menganghut orang dan barang, tata
cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;

k. memakal sabuk kesclamatan bagi pengemudi:

Membuang sampah pada tempatmya;

m. Untuk tidak berkomunikasl dengan telpon seluler (hand phone)
selama dalam keadaan mengemudi,

—

Fasal 56

i1] Betiap penyelenggaraan selolah mengemudi kendaraan bermotor wajib
mendapat izin usaha dari Walikota.

(2] Unituk mendapatkan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) harus lerlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Tlinas
Perhubutigar,

{3) Perayaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi
tebmis sebapeimana dimalisud pada ayat (1) dan ayart (2] ditetapkan
dengan Peraturan Wallkota,

Paragraf 4
Pool dan Aden

Pasal 57

(1] Setiap pengusahs angkuian penumpang umum dan anghkutan barang
wajib memilild pool kendaraan.

(2] Perusahaan anghutan penumpang wmunm mauvpun anghutan barang
dapat menunjuk agen untul memberilkan pelayanan angkulan.

3] Pembangunan pool dan penunjukan agen sebagabmana dimaksud pada
avat [1} dan avat [2), harus memperoleh rekomendasi teknis dard Dinas.

Paragraf 5
Perencanaat dan Evaluasi

Pazal 53

(1] Untuk menyelenggarakan pelayanan angkaian orang, Peomerintah
Daecrah merencanakan kebutuhan pelavanan angkutan vang ditetapkan
dalarm jaringan travels dan wilayah operasi.

(2] Untuk meovelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintab
Daerah  merencanakon dom menelapkan jaringen lnlas anghalan
barang,

Pasal 58



| Delam kurun wakiu terientu secara berkala Dinas melalukan evaluasi
pelavanan angkutan serta  perencanaan umum  jaringan  trayek
anghutan.

2] Pemerintah Daerah wajib menyediakan angkutan orang pada jalur

trayek yang belum fersedia anglutan umum atau dengan cara

memberikan subsidi kepada pengusaha anghutan.

Bagian Eetujuh
Perizinan Angkutan

Faragraf 1
Lrin Usaha Anghutan

Pazal &0

[1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan vang alkan berusaha di
bidang angkutan orang maupun barang wajib memiliki izin usaha
anghutan yang diterbitkan oleh Dinas.

(2) Izin usaha angkutan schagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama kegiatan vsaha berlangsung.

{3) Pengusaha angkutan vang telah memiliki izin usaha diberikan kartu
izin usaha angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan
vang dioperasikan, berfungsi sebagai alal pemantauan kegiatan usaha,
berlaku selama 1 [satu] tahun dan dapat diperpanjang apabila habis
masa berlaluanya,

(4] Prosedur dan persvaratan memperoleh izin usaha anghkutan ditelapkan
dengan PeraturanWalikaia.

Paragraf 2
Leint Travels

Fasal 61

(1) Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan
angkutan orang dalam trayek tetap balk dengan jadwal maupun tidak
berjadwal wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Dinas,

{2) Izin travek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sclama 5
{lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

{3 Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin rayek diberikan kartu
pengawasan izin trayek vang harus selalu berada pada setlap kendaraan
vang dicperasikan, berfungsi sebagai alat pemantavan. terhadap
operasional pelayanan apghutan berlaku selama 1 [satu) tahun dan
dapat diperpanjang apahila habis masa berlalunya.

{4] Khusus Trayek Antar Hota Antar Propinsi {(AKAP) dan Antar Keta Dalam
Propinsi [AKDP) diberikan rekomendasi mengenal pertimbangan
kelayakan teknis diterima atau tidakmya permohonzn izin lrayek dari
dan/atau ke terminal dalam daerah scbagai bahan perlimbangan
penertil iwin,

[5) Pengaturan lzln trayek ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

Paragraf 3
[zin Operasi



Fes=l 82

(1) Seniap Badan Hulum dan/atau perorangan vang adan melakukan
angluten orang tidak dalam trayek, anghutan khusus dan angkutan
barang tertentu wajib memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh Dinas.

(2] lzin operasi schagaimana dimaksud pada avat (1), berlalu selama 5
[lima) tahun dan dapal diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

[3) Pengusaba angkutan yang telah memiliki izin operasi diberikan kartu
pengawasan izin operasi yang harus selalu berada pada  sedap
kendarazn yang dioperasikan, berfungsi sebagal alat pemantauan
terhadap operasional pelayanan anglutan.

[4] Pengaturan izin operasi ditetapkan dengan Peraturan Walikola.

Paragraf 4,
Izin Insidentil

Fraaal &3

{1} Untuk  kepentingan tertentu, setiap Badan Hokum  danfatau
perorangan vang telah memiliki 1z2in Trayek wajib memiliki izin insidenti
dari Dinas untuk menganghut orang menyimpang dari lmin Travel vang
telah ditetapkan.

[2) Izin insidentil scbagaimana dimaksud pada avat (1), diberikan untuk
pelayanan angkutan  dalam  wilayah  kota dan/atau lintas
kota/Kabupaten dalam satu propinsi.

[3] Izin insidentil herlalu selama-lamamya 14 (empat belas) hari untuk 1
[satu] lali perjalanan dan tdak dapat diperpanjang.

Paragrafl 5
Izin Bongkar Muat Barang

Fagal G4

(1) Kegiatan bonglkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat vang
ditetapkan sesuai peruntukannya dilakukan seiclah mendapat izin dari
Dinas,

[2} Temnpat-tempak vang ditujukan sebagai tempai bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berupa pergudangan, pelataran,
kawasan tertentu atau fasilitas lain yang disediokan oleh Pemecintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

(3) Imin scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan uniok
hepentingan  pengendalian bonghar muat. agar tidak menimbulkan
gangeian lalu lntas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai
jalan,

[4) Tata cara bongkar muat barang dilatur lebibh lanjut dalam Peraturan
Walileota.

Bagian Kedelapan
Tarif
Pazal 85



1) Dalam ranska penvelengger=sn =nglmitsn penumpang umum irayek
angkutan Eota dan perdesasn, ditetspkan tarif angkutan umum.

{2] Tarif angkutan sehagaimans dimsksud pada avat (1) ditetapkan dengan
PereturanWalitols

[3) Tarif angkutan barang ditetapkan atas kesepakalan antara penyedia
dan peagfuny jasa.

{4] Penyediz jasz dan awak kendaraan penumpang wmum dilarang
menaikan tarif dari ketentuan yang ditetapkan.

EBagian Kesembilan
Kendaraan Tidak Bermaotor

Fasal 66

{1] Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengarn
menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula disclenggarakan dengan
kendaraan tidal bermotor.

[2] Kendaraan tidalt bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari benhur, gerobak dan scjenistoya.

[3) Pengoperasian kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat
(2] hanva baleh beroperasi dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh
Dinas, kecuali menganglut rombongan untult leeperluan tertentu,

[4) Pengaturan, persvaratan dan perlengkapan angkutan kendaraan tidal
bermotor ditetaplian dengan PeraturanWalikota.

Pasal &7

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, -wajib
didaftarkan pada Dinas,

[2) Kendaraan yang telah terdaftar schagaimana dimaksud pada ayat (1],
diterbitkan surat tanda pemilittan dan nomor kendaraan tidal bermotor
vang berlalu selama 1 [satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila
habiz masa berlakunya setelah memenuhi persvaratan yang ditentukan.

Pasal 68

(1) Setiap pengernudi Kendaraan ddak bermotor wajib memiliki surat
kKeterangan vang diterbickan oleh THnas,

(2) Surat keterangan sebagaimans dimaksud pada ayat {1} berlaku selama
2 {dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlalunya
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV
FENYELEMGGARAAN ANGHEUTAN LAUT DAN
PENTEBERANGAN

Bagian Kesatu
Angkitan Jdi Peralran

Paszal 62

(1) Anglkucan di Peraivan terdiri atas :
a. Anghkutan laut ;



b. Anghkutzn sungai dan danau ; dan
. Angltutan penyeberangan.
(2} Pemerintah Dasrah melakukan pembinaan angkutan di Perairan sesual
dengan Kewenangannyd.
Paragraf 1
Angkutan Laut

Pagal 70

Angkutan Laut terdiri atas ©

a. Angkuian laut dalam negeri;

b. Angkutan laut luar negerl:

¢. Angkutan laut khusus; dan

d. Anglutan laut pelayaran rakyal.

Pasal 71

{1] Hegiatan anglutan laut disusun dan dilaksanakan secara terpadu,
menggunakan iravek tetap dan teratur [liner] serta dapal dilengkapi
dengan trayck Hdak tetap dan tidak teratur [ramper).

[2) Kegiatan angkutan laut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut
dan koperasi yang bergerak di bidang angkutan di perairan.

(3) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dapat dilakukan oleh orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
ke laik lautan kapal serta di awaki oleh awak kapal berkewargancgaraan
Indonesia.

Pazal T2

(1] Angkutan peryeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur
kereta api yang dipisabkan oleh perairan untuk  menganghut
penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

|2] Anghkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan (rayck
tetap dan teratur

|3] Ketentuan  eelain  tersebut  pada  ayal  [1) ditetapkan dengan
PeraturanWalikota.

Paragraf 2
Periginan Angkutan

Pasal 73

{1 Izin usaha angkutan laut diberikan oleh Walikota bagl badan usaha
yvang berdomisili dalam wilayah Hota dan beroperasi dalam wilayab
Hoia.

(2] Tzin usaha anglkutan laut pelayaran ralovat diberikan oleh Walikota bagi
arang perseorangan warpe negara indonesia ataw badan usaba yang
berdomisili dalam wilayah Hota dan beoperasi pada lintas pelabuban
dalam Kola.



mn usahz sngkulan penveberzngzn diberikan oleh Walikots sesuad
dengan domisili badan ussha atau cabangnya.

Paragraf 3
Usaha Jasa Terkait Dengan Anghutan di Ferairan

Paszal 74

(1) Untuk kelancarankegiatan anglutan Ji perairan dapal diselenggarakan
usaha jasa rerkait dengan angkutan di perairan.

[2) Usaha jasa terksit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal berupa:

Bongkar mual barang;

Jasa pengurusan transporbasi:

Angkutan perairan di pelabuban;

Penyewaan peralatan anghut laut atau peralatan jasa lerkait dengan

angkutan laut:

Tally mandiri;

Depo peti kemas:

Pengelolaan kapal (ship management];

Perantara jual beli dan/alau sewa kapal {ship broker]; dan
i. Perawatan dan perbaikan Kapal.

(3] Usaha jasa lerkail sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diatas
dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untul itu.

{4] Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaba jasa terkait
sebagaimana dimaksud pada aval (3) dizlas wajib memiliki izin yang
dikeluarkan oleh Walikota.

ponooop
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Paragraf 4
Tangpung Jawab Pengangliut

Pasal 75

(1) Perusahaan angkutan di perairan  bertanggung jawab terhadap
kesclamatan dan  keamanan penumpang  dan/atau  barang  yang
diangkutnya.

(2] Perusahaan anglutan di perairan hertanggung jawah terhadap mualan
kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokurmen
muatan dan/atay perjanjian atau kentrak pengangkutan yang telab
disepalkarfi,

{3] Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada avat [1) dan (2] dapal
ditimbulkan sebagai aldbat pengoperasian kapal berupa:

a. Kematian atau lulanya penumpang yang dianghkut;

b. Musnah, hilang atau rusaknya barang vang dianghuat;

e, Keterlambatan angkutan penhumpang danfatau  barang  yang
dianghut; dan

d. Herugian plhak hetiga.

Paszal 76

(1] Jika dapat membuktikan bahwa kerugian schagimana dimaksud dalam
pasal 73 ayat (3] huruf b, huruf ¢ dan huruf d bukan disebabkan oleh



(1

1<l

kesalahanmys. perusshssn angkutan di perairan dapat dibebaskan
schagian atau seluruh [anFFUNg jEwabnya.

Perusshaan angkutan diperziran wajib mengasuransikan tanggung
jmwabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3] dan
melaksanakan asuransi perdindungan dasar penumpang umum Sesuai

dengan Ketenmuan Peraturan Perundang-Undandan.

Faragraf 5
Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya

Pasal 77

Pengangkutan barang khusus dan  barang berbahava  wajib
dilzkeanakan sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,

Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat
berupa:

2. Kavu gelondongan (logs):

b. Barang curah;

. Termak.

[3) Barang berbahava sebagaimana dimaksud pada ayat (1} di atas

berbentuk:

a. Bahan cair;
b. Bahan padat;
e, Bahan gas.

(4] Barang berbahaya sebagaimana dimaksud paca ayat [3) diklasifikasilan

schagai beriltut:

Bahan atau barang peledalt (explosive);

Gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan,
Cairan mudah menyala atan lerbalar,

Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakiar,

Bahan atau barang pengolsidasl;

. Bahan atau barang beracun dan mudah menular;

g Bahan atau barang radinakttf;

h

i.

rRn TR

. Bahan atau barang perusak; dan
Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Pasal 78

{1] Pengangkutan barang khusus dan barang berbabaya wajib memetiuly

persyaratan:

a, Pengemasarn, penumpukan dan penyimpanan  di  pelabuban,
penanganan bonglar muatl, serta penumpukan dan penyimpanan
selama berada di atas kapal;

b. HKeselamatan sesuai dengan peraturan dan standar penganghutan,
dan

¢, Pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang

diangkut.

(2] Pemilik, operator danfalau agen perusahaan angkutan yang

mengangkut  barang berbahava dan barang khusus  wajib



menyempeiksn pemberitahuan kepeds syahbandar sebelum kapal
peng=ngknt tersebut dba di pelabuban,

Bagian Eedua
Hepelabuhanan

Paragrafl |
U

Pasal 79

{1] Tatanan kepelabuhanan nasional  divujudkan dalam  rangka
penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggl
menjamin cfisiensi dan mempunyai daya saing vang tinggi untuk
menunjang pembangunan nasional dan daerah vang berwawasan
nusariklard.

(2] Tatanan kepelabubanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
merupakan sislem kepelabuhanan HECEE nasional Yang
menggambarkan perencanaan kepelabubanan berdasarkan Kawasan
ekonomi, geografl dan keunggulan lomperatif wilayah dan kondisi alam.

{3) Tatanan kepelabuhanan nasional schagaimana dimaksud pada avat [1)
TIETIIRLE L
a, Peran, fungsi, jenis dan hirarkd pelabuban;

I Rencana induk pelabuban; dan
¢. Lokasi pelabubag,

Paragraf 2

Peran, Fungsi, Jenis dan Hirarki Pelabuhan
Pasal 80

Pelabuhan memiliki peran schagatl:

Simpul dalam jaringan transportas! sesuai dengan hierarkinya,

Fintu gerbang kegiatan perekonomian;

Tempat keglatan alih maoda transportasi;

Penunjang kegiatan industrl dan/atau perdagangan;

Tempal distribusl, produksi dan konsolidasi muatan ataw barang; dan
Mewujudhkan wanmsan dan kedaulatan negara,

mpRpgE

PFasal 81

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat keglatan;

a, Pernerintahan;
b. Pengusahaan.
Pasal 52
(1)Jenis pelabuhan terdiri atas:
a. Pelabuhan laut;
b Pelabuhan sungai dan danau; dan

o, Pelabuhan penyebrangan



{2) Pelabuhan lsut schagsimana dimaksud pada ayst (1) huruaf a
yempunyal hirarid terdiri atas:

Pelabuban ulagma;

Pelabuhan pengumpul; dan

Pelabuhan peogumparn.

Paragraf 3

Rencana Induk Pelabuhan

Pazal 83

[1] Rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penutupan
lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuban.
{2] Rencana induk pelaksanaan disusun dengan memperhalilar:
a. Rencana tata ruang wilayah nasional. rencana lata ruang wilayah
propins, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Fota;
b. Potensi dan perkembangan sosial elionomi wilayah;
¢, Potensi sumber daye alam; dan
d. Perkembangan  lingkungan  stratedgis, baik nasional maupun
internasional.
[3] Rencana induk pelabuban memuat;
a. Hebijalan pelabuban: dan
b, Rencana lokasi dan hierarki pelabuban.

- |

Paragraf 4
Lelsasi Pelabuhan

Pazal 84

(1) Penpggunaan wilavah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi
pelabuhan  ditetapkan oleh Menteri sesual dengan rencana  induk
pelabuhan setelah mendapatkan peorsctujuan atan reltomendasi darl
Walilkota.

i2] Lolasi pelabuban schagaimanan dimaksud pada ayal (1] disertad
dengan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
[DLKr) dan Daerah Lingkungan Hepentingan Pelabuhan (DLEp).

(3] Batas Daerah Linglkungan Berja dan Dacrah Lingkungan Kepenlingan
Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat [2) ditetapkan dengan koordinat
geografis untuk menjamin kefiatan lkepelabubatan.

{4 Pada lokasi pelabuban vang  telalh  ditetapkan, diberikan  hak
pengelolaan atas tanah danfatau pemanfaatan perairan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn,

Pazal 85

[1] Setiap orang vang memanfaatkan garis pantal untuk membangun
[asilitas dan/fatau melakukan keglatan tambat kapal dan bonghkar muat
barang atau  menaikkan dan menurunkan  penumpang  unlule
kepentingan sendini di lnar kegiatan di pelabuban, terminal khusus dan
terminal urntuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin,

[2] [zin  sebagaimana dimaksud pada  ayat  [1)  diterbitkan  oleh
Walikotasectclah memenuhi persyvaratan leltnis dan administrati§l serta
kelayakan secara elonomis,



(3 Untuk membangun dan mengoperasikan terminal kKhusus penumpang
sebagzimana dimaksud pada avat (1] wajib dipenuhi persyaratan teinis
kepelzbuhanan, keselamatan dan keamanan pelavaran dan kelestarian
lingkungan dengan izin dari Walikota.

(4] Izin Pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waletu
maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenubi
persyaratan berdasarkan peraturan yang berfaku,

(5} Terminal khusus dilarang digunakan untik kepentingan umum kecuali
dalam kecadaan darurat dengan mendapat [2in pejabat setempat,

Paragraf 8
Tarlf

Pasal B0

{1] Sctiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarlf sesuai dengan
jasa yang disediakan.

{2] Tarlf yang terkait dengan penggunaan perajran dan/atau daratan screa
jasa lepelabubanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelengiara
Pelabuhan Pemerintah Daerah dan Terminal Hhusus Penumpang
ditetapkan dalam Peraturan Dagrah ini.

(3] Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan penerimaan
daerah.

Baginn Ketiga
Heselamatan dan Keamanar Pelavaran
Lirnurm

Pasal 890

[1}) Keselamatan dan Heamanan Pelayaran melipul keselamatan dan
keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta  perlindungan
linghungan mearitim,

[Z) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar,

Paragraf 1

Heaelamatan dan Keamanan Anghutan

Pasal 91
{1} Keselamatan dan  Heamapan  Angkutan  perairan yaitu kondisi
terpenubinyapersyaratan;
a. Kelaik lautan kapal: dan
b, Kenavigasian

(2) Kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a
melipidi:
a. Keaclamatan kapal.
b.Peneegahan pencemaran dari kapal;
o. Pengawakan kapal;
d. Garis muat kapal dan pemuatan;
e. Kesejahiteraan awak kapal:
f. Statug hukum kapal;



g Mansjernen Eeselamatan; den
h.Manajemen keamanan keapal
Femernuhzan selizp persvaratan Ee lalk lautan kapal dibuktikan dengan
serlifikar dan surat kapal.
3] Henavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
&, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran:
b.Telekomunilkasi Pelayaran;
. Midrograf dan Meteoralogi;
d.Alur dan Perlintasan;
&. Pengerukan dan Reldamasi:
i, Pemanduan;
g. Penanganan Eerangka Kapali dan
h.Salvage dan Pekerjaan bawah air

Paragraf 2
Feaclamatan dan Keamanan Pelabiwthan

Pasal 92

Heselamatan dan Keamapan Pelabuhan yaitn kondisi  terpenuhinya
manajemen kesclamatan dan  sistern pengaman  fasilitRs  pelabuhan
meliputi;

a. Prosedur pengamanar fasilitas pelabuban;

b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan;

e. Sistem Eomunikasi; dan

d. Personil Pengamarniarl,

Pas=al 93

Seliap pengoperasian pelabuhan dan terminal khusus wajib memenuhi
persyaratan kesclamatan dan keamanan serta perlindungan maritim.

Paragraf 3
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laat

Pasal 94

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan
persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:
a. Hepelabubanan;

b, Pengoperasian kapal;

v. Pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di perairan;

d. Pembuangan limbah di perairan; dan

e, Penuntlunan kapal,

Paragraf 4
Status Hukum Eapal

Pasal 95

Status hukum kapal dapat ditentukan selelah melalui proses;

a. Penguburan kapal;
b. Pendaftaran kapal; dan
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Ea.hE-‘;;:a_-e::‘.m keamanan kapal
Femenuhan sedap persvaratan ke lalk lautan kapal dibukiikan dengan
sertifikat dan surat kapal,
3] Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
&, Sarana Bant Nevigasi Pelayaran;
b.Telckomunilkasi Pelayvaran;
c. Hidrografi dan Meteorologi;
d.Alur dan Perlintasan,
£. Pengerukan dan Reldamasi:
f. Pemanduan,
g-Ponanganan Herangka Hapal: dan
h.Salvage dan Pekerjaan bawah air.

Paragraf 2
Feaelamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 92

Heselamatan dan Heamanan Pelabuhan  yvaite  kondisl  terpemininys
manajemen keaclamatan dan sistern  pengaman  fasilitas  pelabuhan
mielipitiz

a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuban;

b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan;

c. Sisterny Komunikasl: dan

d. Personil Pengamanar.

Fas=al 83

Seliap pengoperasian pelabuhan dan terminal khusus wajib memenuhi
persyaratan koselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim.

Paragraf 3
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laat

Pasal 94

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya proaedur dan
perayaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:
at. Hepelabuhanan:

b, Pengoperasian kapal;

. Pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di perairan;

d, Pembuangan limbah di perairan; dan

e Penuntunan kapal.

Paragraf 4
Status Hukum KEapal

Pasal 95

Status hukum kapal dapat ditentukan selelah melalui proses:
a. Pengukuran kapal;
b. Pendaftaran kapal; dan



c. Penetapan kebangsaan kapal

(1}
(2]

3]

(1
12

(3)

{1

(1]

(2]

131

{1)

i2]

i)

Pasal 95

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakulkan pengukuran oleh
pejabal yang berwenang untulk i,
Pengukuran kapal berukuran kurang dard 7 GT dapal dilakukan
dengan melode pengukuran dalam negeri,
Berdasarkan  pengukuran  sebagaimana  dimalksud pada avat (2
diterbitkan surat ukur untuk kapal berukuran tonase kotor kurang
dari ¥ GT.

Pasza] 97

Kapal ukuran kurang dari 7 GT yang telah dinkur diberikan Surat
Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Walilota.
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayai (1] diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
Kapal yang telah diberikan Surat Tanda Hebangsaan Kapal Indonesia
atau Pas Hecil dicatat dalam buku Reglster pas keeil,

Pasal B8

Untuk mengangkut penumpang dan/atau barang kapal vang audah
mendapatkan pas keell, wajib mempunyai Sertifikat Keselamatan.
Untuk mendapatkan Sertfikat Heselamatan Kapal harus melzlui
pemeriksaan Konstrulsi, permesinan dan perlengltapan kapal aleh
pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksasn kapal.

Paragral &
Kenavigasian

Pasal 99

Pada wilayah perairan Daerah yang dianggap membahavalkan pelayaran
dan lalu lintas kapal dapat dibangun sarana bantu navigasi pelayarar,
Peryelenggaraan dan pengadaan sarana bantu navigasl pelayaran wajib
memenuhi  persyaratan dan  standar  sesual  dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan,

Eapal yang berlayar di Perairan Daerah yang telah dibangun sarana
bantu navigasi pelayaran dikenal biaya pemaniatan sarana baniu
navigasl pelayaran yang merupakan penerimaan daerah,

Fagal 100

Setinp pekerjaan Reklamasi dan Pengerukan wajib mendapat izin
Walileote.

Tata cara dan persyaratan FReklamasi dan Pengerukan distur
olehWatikota

Fasal 101

Pemilik kapal dan/atau nakhoda yang kapalnya tenggelam di Perasiran
daerah wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang.




2] Rapal sebagaimana dimakeud pada syat (1] yang posisinya menggangpu
dan membahayakan keselamatan berlayar harus diberi sarana bantu
navigasi pelayaran sebagal tanda dan divmumkan oleh instansi yang
berwenang,

Pas=al 102

(1} Hegiatan salvage dilakukan terhadap hkerangka kapal dan/atao
muatanmya yvang mengalami kecelakaan atau tenggelam.

(2) Kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan untuk pemasangan dan/fatau
pembuatan konstruksi, instalasi dan pekerjzan khusus yang dilakulan
di bawah air.

3] Heglatan salvage dan pekerjaan bawah alr harus memperoleh isin.

[#] Tata cara perizinan Kegiatan salvage dan pekeriaan bawah air diator
oleh Walikota.

BAE WV
PENYIDIFKAN

Pasal 103

(1) Selain cleh pejabat penyidik Polrl yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyldik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daecrah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penvidik
Pegawal Negeri Sipil tertencu di Lingllungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang penyelenggaraan Perhubungan.

(2] Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah -

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan Undak pidana di bldang penvelenpgaraan
perfibungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lenglkap
dan jelas;

B meneliti, menecari dan/ataun mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu
lintas;

c. meminta kelerangan dan bahan bukt dad orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggarzan lalu
lintas:

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu
lintas;

e. melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukt
pembuluan, pencatatan  dan  dokumen-dokumen  lain,  serla
melakiukan penyitaan terhadap bahan buktl tersebul:

[ meminta bantuan (enags ahli dalam rangha pelaksanaan tugas
penyidikan di bidang lalu lintas daerah:

g menyuruh berhenti kendaraan, melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung
dan memeriksa Identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sehagaimana dimakaud pada huruf e;




h. memotrel seseprang vang berkzitan dengsn tindak pidana
penvelenggaraan lalu lintas;

t. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa scbagai
tersangka atau saksi;

j.- menghentikan penyidikan:

k. melalukan tindakan lain yang perlu untulk kelancaran peryidikan
tndak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawablan.

(3] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyvampaikan hasil penyidikannya kepada
Penvidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Fidana.

BaB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

{1] Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat [3), Pazal 6,
Pasal 7 avat {2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 avat {1}, Paszal 14
ayat {3), Fasal 15 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) ayat {2] dan ayat
[3), Pasal 24 ayat {1}, Pasal 25 ayat (3], Pasal 29 ayat {4], Pasal 30, Pasal
32, Pasal 39 ayart (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayal
(1) dan avat (2), , Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 avat (1), Pasal 60
aval 11), Pasal 861 awat [1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64
aval (1], Pasal 67 avat (1], Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 88, Pasal
93, dan Pasal 106ayal (l)Peraturan Daerah ini diancam Pidana
Hurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atsu denda sebanyak-
banyalmya Rp. 5.000.000.- (lima juta mpiah).

[2} Tindak Pidana sebapaimana dimalksad pada avat (1] adalah dndak
Fidana Pelanggarat,

{3} Selain  dikenakan sanksi scbagaimana dimaksod pada  ayat (2],
polanggaran icrhadap kelentvan dalam Pasal 50, Pasal 33, Pasal 54,
Pasal 55, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 66 dapat
dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.

{2} Denda sebagaimana dimaksud pada ayac (1], diseforkan ke Eas Megara,

BABR VII
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ketentuan yang fclah diterbitkan scbelum berlakunya Peraturan Daerah
imi, masih {etap berlalou sepanjang Udak berleniangan dengan Peraturam
Daerall ind sampal dengan habis masza berlakunya,

BAR VIIT
HETENTLUIAN PEMUTLUR

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ind, sepanjang
mengenai telenis pelaksanaannyva akan diatur denpgan Peraturan Walikota.,




Bahwa Penvelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagal
bagian dari upayva memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
diamanathkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Dalam rangka ltulah Peraturan Daerah ini di bentulk untuk
memberikan pedoman dan pavung hukum  dalam  pelaksanaanmya
dilapangan selain itu dalam mendukung perkembangan Otenoml Daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dimana untuk
mendekatkan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat, pembiayaan
pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  dipeclukan untuk

terselenggaranya Peryelenggaraan Perhubungan.

Untuk mengatur dan melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan
Pos dan Telekomunikasi, perlu menectapkan Peraturan Daerah Eota Bima
tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Tl. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Culkup jelas,
Pasal3
Culup jelas
Pasal £
Cukup jelas
Pasal &
Culkup Jelas
Pasal &
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Fasal B
Culup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pazal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pazal 12
Culup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pazal 14
Cukup jelas
Pasal 15




FPasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap  arang mengetihuinya, memerintahkan pengundangarn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Bima
pada langgal 27 Februari 2015

WALIKOTA BiMA,
rid.

M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Bima
pada tanggal 4 Maret 2015

SEERETARIS DAERAH KOTA BIMA,
ted.

MUHAMAD RUM
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 152

NOREG FERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : [ 11/ 2015
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